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ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (4)  Peraturan Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah, 
perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana  Penanggulangan 
Kemiskinan Daerah Tahun 2025 – 2029. 

  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 
Tahun 2023; Perda Prov. Jateng No. 13 Tahun 2025. 

  - Peraturan Gubernur ini diterbitkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi 
pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam upaya 
penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan (mainstreaming) isu dalam 
penyusunan program kerja di daerah. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah 
(RPKD) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya 
percepatan penanggulangan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan 
Pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 dalam bentuk 
arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya. 
Dokumen RPKD merupakan bagian dari RPJMD yang disusun dengan sistematika 
yang terdiri atas pendahuluan; profil kemiskinan daerah; strategi dan arah kebijakan 
penanggulangan kemiskinan; rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan; dan 
penutup. Atas Pelaksanaan RPKD dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh 
Pemerintah Daerah melalui Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah. 

Catatan : - Peraturan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 
Juli 2026. 

- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 
2024- 2026 dan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2023 tentang Rencana 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-
2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Lamp. :  147 hlm. 

 


